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Partisipasi Politik Kader Perempuan Parpol dalam Pilkada di
Kabupaten Karo

Herty Delima Purba*, M. Arif Nasution, & WarjioMagister Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera UtaraIndonesia
AbstrakPartisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupanpolitik dengan mengambil bagian dalam proses pemilihan otoritas atau mempengaruhi pemilihan pejabat negara dan/atautindakan yang diambil oleh mereka, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (kebijakanpublik). Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karo tepatnya di kantor DPRD Kabupaten Karo. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasecara kuantitas, keterlibatan perempuan di kantor politik di Kabupaten Karo masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari data yangada dan hasil wawancara dengan berbagai informan yang terlibat di kantor politik dan yang tidak terlibat. Dibandingkan dengandaerah lain, perempuan di Kabupaten Karo dalam hal keterlibatan dalam politik karena kepala daerah kurang. Dalam duaperiode pemilihan kepala daerah, pada tahun 2010 dan 2015 hanya ada satu kader yang mencalonkan dirinya sebagai kepaladaerah. Pada dasarnya kebutuhan perempuan dan laki-laki tentu berbeda, untuk mengakomodasi dan memahami masalahperempuan dan untuk merumuskan kebijakan ideologi yang lebih ideal jika perempuan berpartisipasi aktif dalampembuatannya.

Kata Kunci: Partisipasi. Kader Perempuan, Pilkada
Abstract

Political participation is the voluntary activity of a person or group to participate actively in political life by taking part in the
electoral process of the authorities or influencing the selection of state officials and/or actions taken by them, and directly or
indirectly influence government policy (public policy). The type of research used by researchers in this study is a qualitative approach
with descriptive study. This research was conducted in Karo Regency precisely in Karo Regency parliament office. The results of this
study explain that in quantity, the involvement of women in political office in Karo Regency is still lacking. This can be seen from the
existing data and the results of interviews with various informants involved in political office and who are not involved. Compared to
other regions, women in Karo District in terms of involvement in politics as regional heads are lacking. In two periods of regional
head elections, in 2010 and 2015 there was only one cadre nominating himself as regional head. Basically the needs of women and
men are certainly different, to accommodate and understand the problems of women and to formulate a more ideal ideological
policy if women participate actively in the making.
Keywords: Participation. Female Cadres, Pilkada

How to Cite: Purba, H.D. Nasution, M.A. & Warjio (2018), Partisipasi Politik Kader Perempuan Parpol dalam Pilkadadi Kabupaten Karo. Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, 4 (1): 23-30*Corresponding author:E-mail: hertydelimapurba@gmail.com ISSN 2460-4585 (Print)ISSN 2460-4593 (Online)



Herty Delima Purba, M. Arif Nasution, & Warjio, Partisipasi Politik Kader Perempuan Parpol dalam

24

PENDAHULUANPartisipasi politik merupakan salah satusyarat utama demi tegak dan berjalannyademokrasi. Demokrasi juga berarti keikutsertaanseluruh komponen masyarakat dalam menentukanarah dan kebijakan negara. Sedangkan sebagaidefenisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasipolitik adalah kegiatan seseorang atau kelompoksecara sukarela untuk ikut serta aktif dalamkehidupan politik, yaitu dengan jalan mengambilbagian dalam proses pemilihan penguasa ataumempengaruhi seleksi pejabat negara atautindakan secara langsung atau Tidak langsungdalam mempengaruhi kebijakan pemerintah(public policy).Kegiatan ini mencakup tindakan sepertimemberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapatumum, menjadi anggota suatu partai ataukelompok kepentingan mengadakan hubungandengan pejabat pemerintah atau mencalonkan  dirimenjadi kepala daerah. Berbicara mengenaipartisipasi politik perempuan di Indonesia,khususnya keterlibatan mereka dalam lembaga-lembaga politik formal, maka yang terjadi adalahrepresentasi perempuan yang rendah didalamnya.Masalahnya sangat jelas yakni ada kelompokmasyarakat yang berjenis kelamin perempuan yangtidak banyak dilibatkan dalam proses-prosespolitik, khususnya pengambilan keputusan dimanahasil dari keputusan tersebut dalam banyak kasusakan mengena kepada mereka. Idealnya semuakomponen bangsa harus terlibat. Sangat tidak adildan bahkan melanggar hak asasi manusia, jikaperempuan masih juga dimarginalisasikan.Partisipasi perempuan dibidang politik pada masareformasi kini mengalami perluasan peran menjadianggota parlemen. Partisipasi perempuan dalampemilu legislatif menunjukan adanya kemajuanbagi proses demokrasi yang berbudayapartisipatoris dan tentu saja hal ini membuat kaumperempuan lebih kaya akan pemenuhan haknya.Kemajuan jaman telah banyak mengubahpandangan tentang perempuan, mulai daripandangan yang menyebutkan bahwa perempuanhanya berhak mengurus rumah dan selalu beradadi rumah, sedangkan laki-laki adalah makhluk yangharus berada di luar rumah, kemudian denganadanya perkembangan jaman dan emansipasiuntuk memperoleh hak yang sama dengan laki-laki.

Perempuan sudah aktif berperan di berbagaibidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupunpolitik. Yang seharusnya pekerjaan-pekerjaantertentu, yang sepuluh atau dua puluh tahun laluhanya pantas dilakukan laki-laki, saat ini pekerjaantersebut sudah bisa dan biasa dilakukanperempuan, termasuk pekerjaan kasar sekalipun.Diantara sektor-sektor publik yang telahdimasuki perempuan, sektor politik merupakan halyang sangat menarik sekaligus sangat penting.Menarik karena secara historis memang sangatkecil keterlibatan perempuan dalam politik praktis.Peran perempuan dalam politik di Indonesiasaat ini memang semakin kuat, hal itu terlihatmakin banyaknya kepala daerah, anggota DPR,bahkan para mentri yang dijabat seorang wanita.Bukan hanya menjabat namun kekuatan merekamampu merubah Indonesia dalam hal positif. Peranperempuan dalam dunia politik Indonesia memangakan menjadi sebuah warna tersendiri bahkandengan segala sifat kewanitaannya hal itu akansemakin melengkapi perpolitikan Indonesia.Partisipasi dan keterwakilan mereka dalamperumusan kebijakan dan pengambilan keputusanmerupakan salah satu langkah nyata untukmencapai kondisi yang adil bagi perempuan. Perantersebut juga harus terlihat pada setiap perumusankebijakan di DPRD serta pengambilan keputusan,namun peranan perempuan pada jabatan-jabatantersebut di Kabupaten Karo nampaknya masihkurang.Dunia politik dalam pemilu maupun pilkadatidak hanya menjadi dominan kaum laki-laki saja,kaum perempuan juga harus ikut ambil bagiandalam kancah politik, untuk mendorong kader-kader perempuan potensial menduduki posisipenting pengambilan keputusan seperti halnyapada pemilihan kepala daerah.Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secaralangsung oleh penduduk daerah administratifsetempat yang memenuhi syarat. Pilkada langsungsebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah.Keberhasilan otonami daerah salah satunya jugaditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baikpemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkadalangsung, maka komitmen pemimpin lokal dalammewujudkan kesejahteraan dengan selalumemperhatikan kepentingan dan aspirasimasyarakat agar dapat diwujudkan.



Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya 4 (1) (2018): 23-30

25

Pemilihan Kepala Daerah dan wakil KepalaDaerah, baik Gubernur dan wakil Gubernurmaupun Bupati/Walikota dan wakilBupati/Walikota, secara langsung merupakanpengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilihpemimpin daerah. Tetapi yang terjadi padaPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahsecara langsung di Kabupaten Karo sejak Periodetahun 2010 dan Periode 2015, tampak tiga kaderperempuan yang ikut terlibat dalam aktivitas riilpolitik pada proses pelaksanaan pilkada langsungtersebut, terutama pada kegiatan politik padapartai masing-masing. Hal ini dikarenakan parakader perempuan yang tidak berminat untukterlibat kedalam aktifitas riil politik padapelaksanaan Pilkada. Kondisi itu juga semakindipersulit oleh aturan dan pola yang diberlakukanpartai yang tentu tidak mudah bagi perempuanuntuk dapat menembusnya.Gambaran pelaksanaan pilkada di KabupatenKaro tersebut, tentu saja menimbulkan sejumlahpertanyaan yaitu mengapa partisipasi politikperempuan masih rendah walaupun telah adagerakan feminisme yang bisa menjadi loncatan bagiterwujudnya peningkatan partisipasi politikperempuan. Kondisi demikian berarti disebabkanadanya sejumlah kendala yang menghambatperempuan untuk terlibat dalam kegiatan politikdidalam partai khususnya.Oleh karena itu sangat perlu kiranya digalilebih dalam lagi kendala apa yang dihadapi olehpara kader perempuan sehingga menyebabkanpara kader perempuan partai politik tersebut tidakdapat terlibat secara penuh dalam prosespelaksanaan Pilkada langsung di Kabupaten Karosejak pertama kali dilakukan Pilkada langsungberjalan dengan sukses.
METODE PENELITIANJenis penelitian yang digunakan oleh penelitidalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatifdengan studi deskriptif. Penelitian ini dilakukan diKabupaten Karo tepatnya di kantor DPRDKabupaten Karo, yang dimana di kantor tersebutterdapat kader perempuan parpol sebagaiinforman dari penelitian ini.Dalam penelitian ini yang menjadi sumberinformasi untuk memperoleh data dari penelitianini adalah dengen menetapkan beberapa kriteriaantara lain: Kader Perempuan Partai Politik yang

sudah bergabung dalam parpol diatas 5 tahun,sebanyak 6 orang, Perempuan Asli Kabupaten Karosebanyak 3 orang serta Wakil Bupati KabupatenKaro saat ini.Data primer dikumpulkan melalui melaluiobservasi atau pengamatan secara langsung sertawawancara dengan para informan yang telahditentukan. Data sekunder diperoleh melalui kajianpustaka, buku, serta jurnal.
HASIL DAN PEMBAHASANEksistensi perempuan dalam jabatan-jabatanpolitik seperti salah satunya adalah bupati atauwakil bupati dalam sebuah daerah tentunya dapatdilihat dari jumlah atau kuantitas mereka didalamnya. Tingkat partisipasi perempuanmenggambarkan minat para perempuan-perempuan untuk mulai memberdayakan dirinyatermasuk dalam ikut  merumuskan kebijakan danpengambilan keputusan yang nantinya akanberdampak dan memberi konstribusi yang besarbagi daerahnya.Keterlibatan perempuan dalam kontespilkada di setiap daerah dapat dilihat melaluibeberapa indikator-indikator untuk mengetahuisejauh mana perempuan mengepakkan sayapnya didunia politik. Berikut beberapa indikatornya:
1. Jumlah Perempuan dalam Kontestasi

Pilkada di Kabupaten Karo.Dari data-data yang peneliti dapatkan,Kabupaten Karo hingga saat ini  masihmenampakkan kesenjangan jumlah perempuan-perempuan yang  menduduki kursi-kursi politik.Dapat kita lihat misalnya saja dari desa-desa yangsampai saat ini masih banyak dipimpim oleh kepaladesa seoarang laki-laki.Perempuan juga memiliki kesempatan danpeluang untuk berpartisipasi merumuskankebijakan daerahnya. Namun dari data pengamatandan wawancara langsung yang peneliti dapatkan,jumlah anggota DPRD perempuan Kabupaten Karohanya ada 7 orang dari 35 anggota DPRD.Dengan jumlah yang sedikit ini pulaberakibat pada kebijakan-kebijakan yang prokepada perempuan akan sulit untuk dilaksanakan.Sebagai perumus kebijakan memang dibutuhkanjumlah perempuan yang lebih banyak lagi,setidaknya meningkat dari angka 7. Hal ini tentuberpengaruh kepada pemilihan kepala daerah yangjarang terlihat ada calon dari perempuan. Karena
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untuk mencalonkan diri menjadi calon dalampilkada harus mendapatkan dukungan dari partaipolitik. Hal ini dibuktikan dalam dua kali periodepilkada di Kabupaten Karo hanya sedikit ada kaderperempuan partai yang dicalonkan oleh partaiuntuk menjadi calon bupati dan wakil bupati.
2. Pandangan Perempuan terhadap Politik

dan PilkadaUntuk melihat tingkat partisipasi dan minatperempuan dalam jabatan politik khusunya jabatankepala daerah, peneliti ingin mengkaji pandangandan pemahaman dasar perempuan- perempuan diKabupaten Karo tentang dunia politik. Pandanganperempuan-perempuan mengenai dunia politiktentunya akan berkaitan erat dengan minat merekamelangkahkan kakinya untuk ikut berpartisipasidalam politik.Jabatan politik memiliki kekuatan dankekuasaan yang lebih tinggi  karena dipilihlangsung oleh rakyat. Tidak memiliki pola pikiryang tertutup cenderung tidak menirimaperbedaan. Karena setiap orang dalam politikmemiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih.Lebih khusus politik tidak mengenal perbedaanjenis kelamin tapi lebih kepada kemampuanseseorang dalam memberi pengaruh danperubahan yang baik pada sebuah daerah.Berdasarkan hasil penelitian, dapat kitaanalisis bahwa masyarakat saat ini sangatmengharapkan politik yang lebih sehat. Politiktidak hanya berhubungan dengan materi dankedudukan semata, tetapi merupakan jalan yangharus digunakan untuk memperbaiki kehidupanbersama bukan hanya kehidupan pribadi ataupunpartai yang  mengusungnya.Menurut ibu Wakil Bupati Kabupaten KaroCorry Sibayang, baik itu negara atau pemerintahsudah memberi peluang yang besar kepada kaumperempuan untuk berperan dalam arusperpolitikan negara kita tanpa ada deskriminasiseperti zaman dahulu kala ketika perempuan hanyatinggal di  rumah saja. Perempuan sekarang sudahbanyak yang berpendidikan tinggi, berkualitas dandibutuhkan sumbangsih pemikiran dan tenaganyadalam  dunia politik.Meski peluang terus dibuka untuk eksistensiperempuan di bidang politik namun jika pikiran-pikiran yang seperti itu terus menggerogoti paraperempuan maka minat akan susah untukdiberdayakan. Negara pada umumnya dan daerah

pada  khususnya masih membutuhkan peran putribangsa untuk sama-sama  berjuang mencapaikesejahteraan bersama.Jadi dapat kita lihat dari pernyataan-pernyataan di atas bahwa politik  bukan hal yanginstan, tapi sebuah kekuatan dan kapabilitas yangdiasah  terus menerus untuk memperolehkekuasaan dengan membekalkan diri denganpengalaman dan pemahaman yang matang dan niatyang  tulus untuk kesejahteraan bersama.
3. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi

Kader Perempuan Dalam Kontestasi PolitikDengan melihat kurangnya partisipasiperempuan dalam politik seperti dalam pilkada diKabupaten Karo tentunya disebabkan olehbeberapa faktor. Faktor- faktor yang peneliti kajimelalui pengamatan, literatur serta hasilwawancara  dengan berbagai informan adalahsebagai berikut:
a) Faktor Internal
1) Kapabilitas Kader Perempuan untuk

Terlibat dalam Kontestasi PilkadaBerbicara tentang kapabilitas untuk terjundalam dunia politik dan untuk menjadi seorangpemimpin, tentunya hal yang menjadi landasanutama adalah dengan ukuran tingkat pendidikanserta pengalaman organisasi. Kedua hal ini adalahbekal wajib agar perempuan yang berada dalamjabatan politik adalah insan-insan yang berkualitas.Menurut penjelasan beberapa informan yangmasing-masing berprofesi sebagai anggota DPRDdan Wakil Bupati Kabupaten Karo salah satu yanghal yang menyebabkan rendahnya kuantitas ataujumlah perempuan khususnya kader perempuandalam kontestasi pilkada di Kabupaten Karo bisadisebabkan dari akarnya, yakni masih rendahnyatingkat pendidikan  kaum perempuan utamanya dipelosok-pelosok desa dibandingkan laki-laki.Untuk menjadi seorang pemimpin danpengambil keputusan misalnya untuk menjadianggota DPRD bahkan menjadi Kepala Daerah,tentunya tidak hanya kemauan atau minat saja, tapiseorang perempuan khususnya kader parpol itusebaiknya pula ditopang oleh tingkat pendidikanserta pengalaman organisasi yang matang.2) Minat Kader Perempuan Untuk terlibat dalamKontestasi PilkadaPada faktor terakhir ini, peneliti mengkajilebih dalam lagi terkait dengan minat kaderperempuan di Kabupaten Karo dalam arus
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perpolitikan sebagai perumus kebijakan danpengambil keputusan. Melalui faktor-faktor yangtelah dikaji sebelumnya, berbagai informasi dariinforman-informan telah menjelaskan hal-hal yangmenghambat keterlibatan perempuan dalamjabatan politik seperti dari sisi pendidikan,pengalaman organisasi, keuangan, budaya sertakebijakan.Pada dasarnya setiap manusia memilikialasan untuk menjatuhkan sebuah pilihan dalamhidupnya. Begitu pula untuk terlibat dalam jabatanpolitik seperti kepala daerah adalah sebuah pilihan.Ibu Lesna br Sembiring sebagai ibu rumah tanggadi wilayah pedesaan pada dasarnya menjelaskanhal yang serupa, mereka menampakkan harapanyang besar supaya perempuan-perempuan diKabupaten Karo khusunya yang sudah terlibatdalam partai politik harus meningkatkanpartisipasinya dalam politiknya dengan ikutmencalonkan diri sebagai kepala daerah.Perempuan akan bersaing ketat padapemilihan anggota DPRD tahun ini. Penelitiberharap dengan peningkatan jumlah calegtersebut berdampak baik bagi keterlibatanperempuan dalam  kontestasi pilkada.Meningkatnya jumlah perempuan sebagai perumuskebijakan dalam tataran DPRD nantinya akanmerambah juga pada peningkatan keterlibatanperempuan dalam kontes-kontes politik setingkatpemilihan kepala daerah.
b) Faktor Eksternal
1) Kebijakan  PartaiKebijakan yang membuka peluangperempuan untuk berpartisipasi  dalam arus politikpemerintahan mulai terbuka lebar. Seperti UUD1945 pasal  27 ayat 1 tentang kesetaraan laki-lakidan perempuan di mata hukum danpemerintahan.INPRES RI No.9 tahun 2000 tentangpeningkatan partisipasi  perempuan dalampembangunan nasional, serta yang marakdibicarakan  saat ini mengenai UU No.10 tahun2008 tentang pemilu legislatif pada pasal  53, 54dan 55 yang menjelaskan pernyataan tentang 30%keterwakilan perempuan pada kepengurusanparpol tingkat pusat dan daerah sebagai salah satupersyaratan parpol untuk menjadi peserta pemilu.Dalam hal kebijakan tersebut, perempuantelah diberi kesempatan  untuk berpolitik demipembangunan bangsa dan negara. Namun pada

kenyataannya peluang tersebut belum digunakansecara maksimal oleh  perempuan. Menurut ibuCorry Sibayang selaku kader perempuan partaiyang juga wakil bupati Kabupaten Karo pertamaperempuan yang dipilih langsung oleh masyarakatKaro, menjelaskan bahwa berbagai upaya telahdilakukan negara untuk mendongkrakketerwakilan perempuan di parlemen. Tetapi untukkebijakan perempuan mencalonkan diri kedalampilkada sangat sedikit terjadi. Hal ini dikarenakankebijakan dari setiap partai yang masih sangatkurang percaya kepada perempuan untuk bisamemenangkan suara.Kebijakan yang lahir dari pemerintahtentang aturan keterlibatan perempuan sebesar30% merupakan sebuah jalan yang baik bagiperempuan-perempuan yang memiliki minatpolitik dan kepemimpinan untuk membekalkandirinya jauh-jauh hari sebelumnya karena padazaman sekarang ini tidak ada lagi deskriminasi ataumarginalisasi bagi kaum perempuan.Masih banyak partai politik yang memilikikebijakan kurang berpihak kepada perempuandalam hal pencalonan kadernya untuk maju  dalamkontestasi politik. Dengan adanya kebijakantersebut, maka negara pada umumnya dan daerahpada khususnya membutuhkan perempuan yangberkualitas untuk menyumbangkan segenap fikirandan tenaganya bersama kaum laki-laki untukbekerja sama membangun bangsa yang lebih baiklagi. Tetapi tidak jarang juga para pengruus partaiyang memang mengeluh bahwa sulitnyamendapatkan sosok  kader perempuan yang tepatuntuk dijadikan calon bupati atau gubernur.
2) Akseptabilitas dan Nilai Budaya Lokal di

Kabupaten KaroAkseptabilitas masyarakat terhadapperempuan dalam jabatan politik khususnya dalamjabatan kepala daerah merupakan gambaran akantingkat penerimaan masyarakat di Kabupaten Karoterhadap sosok perempuan dalam perpolitikan.Sedangkan nilai lokal merupakan sebuah budayayang dimiliki oleh setiap daerah atau biasa disebutdengan kearifan lokal.Peneliti mengkaji dua indikator tersebutuntuk melihat lebih jauh mengenai pandangan danpenerimaan masyarakat terhadap perempuandalam jabatan politik khsusunya kepala daerahserta nilai lokal yang ada di Kabupaten Karo ini



Herty Delima Purba, M. Arif Nasution, & Warjio, Partisipasi Politik Kader Perempuan Parpol dalam

28

sehingga berpengaruh terhadap kurangnyapartisipasi politik perempuan di Kabupaten Karo.Menurut salah satu narasumber yakni ibu LS48 Tahun sebagai Anggota DPRD menjelaskanbahwa masyarakat Tanah Karo saat ini sebenarnyasudah siap menerima kehadiran perempuan dalamperpolitikan. Hal ini dibuktikan dengan apresiasidari warga desa yang mendukung dirinya selamapencalonan sampai akhirnya terpilih menjadianggota DPRD. Akan tetapi untuk mendudukisebagai kepala daerah atau dikatakan pemimpin,masayarakat masih memegang teguh budyaa atauadat leluhur yang memang masih mengutakankepemimpinan laki-laki.Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskanbahwa kehadiran perempuan saat ini dalam politiksudah mulai mendapat dukungan dari masyarakat,

tetapi untuk keterlibatan dalam jabatn politikseperti kepala daerah masih sedikit memiliki yaknidengan adanya nilai lokal Patriarki. Dimana nilaiyang menganut atau mengambil garis keturunandari laki-laki sehingga terlihat sangatmengistimewakan laki-laki dari pada perempuan,maka masyarakat Suku Karo lebih menilai Laki-lakilebih pas untuk menjadi pemimpin.Dari pernyataan tersebut peneliti mendapatsebuah gambaran bahwa di Karo ada nilai lokalyangmembatasi perempuan untuk menjadipemimpin, namun salah satu nilai atau makna darinilai patriarki ini bisa menjadi motivasi bagiperempuan untuk menunjukkan bahwa perempuanjuga bisa memimpin sebuah daerah. Untuk lebihjelas secara terperinci berikut penjelasan melaluitabel matrik.
Tabel Matrik

Faktor Penghambat Kader Perempuan Partai Politik dalam Kontes PolitikInforman Faktor Internal Faktor EksternalKapabilitas/Kemampuan Minat Kebijakan Partai Nilai Budaya LokalCS Kemampuan kaderperempuan partai masihbanyak yang kurang baik,masih perlu adanyapendidikan lebih, untukperempuan yang belumbergabung di parpolharus meningkatkanketerlibatan perempuandi organisasi ataulembaga-lembagaswadaya masyarakat

Minat perempuandalam politik sudahcukup kuat, melihatbegitu banyaknyaperempuan sebagaianggota DPRD yangbermunculan saatini tetapi tidakberani untuk majusebagai kepaladaerah.

Masih banyakpartai yangmemilikikebijakan kurangberpihak padaperempuan  dalampencalonan untukmaju dalampilkada baiktingkat kabupatenmaupun tingkatprovinsi.

nilai lokal yangmengikatsebenarnya sudahmulai sedikitmelonggar untukperempuan,namun pikiran-pikiranperempuan itusendiri yangbelum terbuka.
EA Kemampuan sudah mulaimeningkat, khusunyaperempuan Karo yangberada di Kota, sepertiBrastagi. Tetapi untukPerempuan di Desamasih belum.

Minat sudah sangattinggi, terlihat darisetiap priode yangcalon untuk anggotadewan, tetapi kalauuntuk Pilkada masihbanyakpertimbanganperempuan Karo.

Banyak kebijakanpartai yang tidakbisa diterima olehkodrat sebagaiperempuan,misalnya haruskampanye kedaerah-daerahdari pagi sampaipagi lagi hinggaurusan keuanganyang terlalu besar.

Budaya Patriarkimasih melekatkeras padaparadigmaperempuanperempuan dipedesaanKabupaten Karo.Menurut merekasemua urusan diluar rumahdiserahkan padalaki-laki saja.
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Berdasarkan tabel matrik tersebut dapatdisimpulkan secara umum bahwa faktor penyebabtingkat pertisipasi kader perempuan kab. Karorendah diakrenakan dua faktor yakni internal daneksternal. Internal yang paling dominan adalahminat dari kader perempuan itu sendiri samahalnya dengan faktor eksternal yakni kebijakanpartai yang paling mendominasi menghambatperempuan untuk maju dalam kontes politik.
Keterkaitan Nilai Patriarki Terhadap
Rendahnya Partisipasi Kader Perempuan dalam
Kontestasi Pilkada Kabupaten KaroKeterlibatankader perempuan partai politikdalam proses pilkada merupakan salah satu bentukpartisipasi politik.Namun perempuan tersebuttidak dapat berpartisipasi secara penuh karenadipengaruhi oleh beberapa kendala. Yang dimaksudkendala adalah hal-hal yang menahan ataumerintangi terjadinya suatu proses. Dalampenelitian ini, kendala yang dimasud adalah hal-halyang menahan atau merintangi kader perempuanuntuk berpartisipasi penuh dalam prosespelaksanaan pilkada pada partainya masing-masing.Kendala yang dihadapi oleh kaderperempuan di Kabupaten Karo ini umumnyaberasal dari Budaya Patriarki Suku Karo sendiri,karena pada dasarnya partai politik telahmemberikan kesempatan yang sama bagi kaderperempuan untuk dapat terlibat penuh dalamkegiatan partai terutama pada pelaksanaan pilkadadi Kabupaten Karo.Konsep patriarki pada saat ini menunjukkanbahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semuaperan penting dalam masyarakat,dalampemerintahan, militer, pendidikan, industry, bisnis,perawatan kesehatan, iklan, agama, pada dasarnyaperempuan tercabut dari akses  terhadapkekuasaan atau sama sekali tidak punya hak,pengaruh dan sumber daya, agaknya keseimbangankekuasaan justru lebih menguntungkan bagi laki-laki, patriarki merembes ke semua aspekkehidupan masyarakat dan sistem sosial.Setiap kekuasaan dalam masyarakat yangmenganut sistem patriarki dikontrol oleh laki-laki.Perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh dalammasyarakat atau bisa dikatakan tidak memiliki hakpada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat.Mereka secara ekonomi, sosial, politik, dan

psikologi tergantung pada laki-laki, khususnyadalam institusi pernikahan.Sehingga dalamkeluarga maupun masyarakat perempuandiletakkan pada posisi subordinat atau inferior.Budaya patriarki memosisikan perempuan padaperan-peran domestik seperti peran pengasuhan,pendidik, dan penjaga moral.Sementara itu, peranlakilaki sebagai kepala rumah tangga, pengambilkeputusan, dan pencari nafkah.Hal lain yang sangat berpengaruh terhadaprendahnya partisipasi kader perempuan dalamkontestasi pilkada Kabupaten Karo ialah adanyapersepsi masyarakat Suku Karo yang menganggapperempuan hanya tepat menjadi ibu rumah tanggadan tidak cocok untuk berperan aktif dalammemimpin suatu daerah.  Setingginya jabatanperempuan dirasa cukup hanya sampai anggotaDPRD saja.
SIMPULANSecara kuantitas, keterlibatan perempuandalam jabatan politik di  Kabupaten Karo masihkurang. Hal ini dapat dilihat dari data-data yangada  serta hasil wawancara dengan berbagaiinforman yang terlibat dalam jabatan  politik sertayang tidak terlibat.  Dibandingkan dengan daerahlain  maka perempuan di Kabupaten  Karo dalamhal keterlibatan di dunia politik sebagai kepaladaerah masih kurang. Pada dasarnya kebutuhanperempuan dan laki-laki tentunya berbeda, untukmenampung dan memahami permasalahanperempuan serta merumuskan kebijakan tantunyalebih idealnya jika perempuan ikut aktif  dalampembuatannya.  Kesulitan perempuan untukmembagi waktu antara kegiatan di partai dandalam keluarga karena keputusan-keputusanpenting dalam partai umumnya dihasilkan padarapat-rapat partai yang dilakukan pada malam hari.Hal ini membuat kader perempuan tersebutkesulitan untuk dapat mengikuti dan akibatnyamereka tidak bisa ikut terlibat dalam pengambilankeputusan dalam partai. Pemahaman dan wawasanpolitik yang dimiliki kader perempuan masihkurang terhdap dunia politik yang mereka masukitersebut. Hal ini menyebabkan di dalam diriperempuan tersebut terbentukpersepsi/pandangan yang mengangap bahwaperempuan tidak pantas untuk menjadi seorangpemimpin dan perempuan tidak boleh melangkahilaki-laki seperti menjadi pemimpin. Persepsi



Herty Delima Purba, M. Arif Nasution, & Warjio, Partisipasi Politik Kader Perempuan Parpol dalam

30

seperti ini masih menjangkiti diri perempuankarena kurang memahami pentingnya perananmereka dalam pengambilan keputusan politikpartai.
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